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Seiring perkembangan teknologi, pasar sebagai tempat bertemunya 
permintaan dan penawaran mengalami perubahan. Pembeli dan penjual 
tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya 
internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. 
Kecepatan, kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi 
pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk 
melakukan transaksi serta semakin banyak mengandalkan perdagangan 
elektronik atau electronic commerce (e-commerce) sebagai media 
transaksi 

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana 
pengaturan hukum terhadap jual beli melalui transaksi e-commerce 
menurut hukum positif, perlindungan hukum bagi konsumen yang 
mengalami kerugian akibat jual beli melalui transaksi e-commerce serta 
pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa. 

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 
dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan 
metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. 

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa pengaturan hukum 
tentang jual beli melalui transaksi ecommerce diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Sistem dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi konsumen 
dilindungi dalam UUPK dan UUITE mengenai penggunaan data pribadi 
konsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, penggunaan CA 
(Certification Authority), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang 
bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa 
yang dapat dijadikan acuan bagi obyek dalam transaksi ecommerce. 
Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa pada putusan 
nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel adalah ganti kerugian materil yang harus 
dibayar penggugat kepada tergugat dan tidak mengabulkan kerugian 
immaterial karena tidak didukung bukti-bukti kerugian secara nyata. 
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As technology develops, the market as a place where supply and 
demand meet changes. Buyers and sellers no longer have to meet face to 
face to make transactions. The emergence of the internet as a new media 
has pushed this change forward. The speed, convenience and low cost of 
the internet are considerations for many people to use it, including for 
carrying out transactions and increasingly relying on electronic commerce 
(e-commerce) as a transaction medium. 

The problem in this thesis research is how the legal regulation of 
buying and selling through e-commerce transactions according to positive 
law, legal protection for consumers who experience losses due to buying 
and selling through e-commerce transactions and the legal considerations 
of judges in resolving disputes. 

The research uses descriptive analytical research, the type of 
research used in this research is normative juridical using library research 
and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-
analytical data. 

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa pengaturan hukum 
tentang jual beli melalui transaksi ecommerce diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Sistem dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi konsumen 
dilindungi dalam UUPK dan UUITE mengenai penggunaan data pribadi 
konsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, penggunaan CA 
(Certification Authority), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang 
bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa 
yang dapat dijadikan acuan bagi obyek dalam transaksi ecommerce. 
Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa pada putusan 
nomor 629/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel adalah ganti kerugian materil yang harus 
dibayar penggugat kepada tergugat dan tidak mengabulkan kerugian 
immaterial karena tidak didukung bukti-bukti kerugian secara nyata. 
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